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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha 

selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. 

Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis 

telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. 

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan 

usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai 

bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap 

dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur 

suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan 

hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini. 

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di 

dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak 

merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk 

saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali 

dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. 

Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting 

karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal 

tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi 

adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap 
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perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, 

sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. 

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata 

memberikan definisi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih”. 

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, 

maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa 

apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. 

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu 

dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, 

bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk 

menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan 

bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. 

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang 

apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti 

suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk 

membuat perjanjian itu meliputi : 

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. 
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2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam 

undang-undang. 

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah 

tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang 

terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur 

dalam undang-undang khususnya KUHPerdata tumbuh dan hidup dalam 

lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar 

KUHPerdata) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum 

dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa. 

Pasal 1 (satu) angka 1 KEPPRES Nomor 4 Tahun 2015 

menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan 

barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia 

barang/jasa. 

Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai 

bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah 

yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan 

potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan 

prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan 

publik maupun penyelenggaran pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan 

merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan 

menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan 

menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. 
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Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa 

partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan 

program pembangunan sarana dan prasarana umum. 

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang 

kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis 

tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih 

lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan 

jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk 

kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan 

untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. 

Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan 

dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam 

dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan 

berbagai bentuk usaha lainya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih 

efisien dari sisi waktu dan biaya. 

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku 

atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian 

lebih lanjut. 

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan 

manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada 
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keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. 

Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat 

kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari 

sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang 

spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk 

lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun 

menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut 

disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam 

perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya 

pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. 

Keterampilan para personel WIKA dalam industri konstruksi telah 

mendorong Perseroan untuk memperdalam berbagai bidang yang 

digelutinya dengan mengembangkan beberapa anak perusahaan guna dapat 

berdiri sendiri sebagai usaha yang spesialis dalam menciptakan produknya 

masing-masing. Pada tahun 1997, WIKA mendirikan anak perusahaannya 

yang pertama, yaitu PT Wijaya Karya Beton, mencerminkan pesatnya 

perkembangan Divisi Produk Beton WIKA saat itu. Dalam kegiatan barang 

dan jasa setiap pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan ini 

memerlukan adanya suatu kontrak atau perjanian, salah satu bentuk 

perjanjian itu adalah perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa. 

Kontrak atau perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam 

perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUHPerdata pasal 1601. Pasal 
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1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 agar pelaksanaan 

barang atau jasa dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip 

persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi 

semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari 

segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas PT. Wijaya 

Karya dan pelayanan. 

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa 

menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. 

Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan-akan 

formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal 

perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan 

urian di atas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi dengan judul 

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. WIJAYA KARYA 

(PERSERO) TBK. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan 

jasa? 
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3.  Apakah upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait 

apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang 

dan jasa. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang 

terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi 

para pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, 

bermanfaat bagi kontraktor yang kurang memahami bagaimana praktek 

perjanjian pengadaan barang dan jasa dan bermanfaat bagi masyarakat 

luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian 

pengadaan barang dan jasa. 
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2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa 

sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan 

dengan aspek hukum perjanjian. 

 

E. Krangka Konseptual 

1. Tinjauan Hukum 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan 

adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata 

Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.  Dapat 

disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, 

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi 

hukum. 

2. Pelaksanaan Perjanjian 

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan 

ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya 

pelaksanaan perjanjian harus megindahkan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. 

Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah 

diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian  itu mencapai 

tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan 
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memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-

pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara 

sepihak saja. 

3. Pengadaan Barang 

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau 

penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak 

atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan 

dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan 

bagian penting dalam proses tersebut. 

Pengadaan barang publik adalah barang yang pengunaannya 

terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara 

berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang privat 

merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau 

kelompok tertentu. 

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta 

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, 

elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, 

untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (Pasal 1 

Angka 2 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi). 

4. PT. Wijaya Karya 

PT Wijaya Karya Tbk ( Persero ) atau yang biasa disebut PT 

WIKA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam 
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bidang konstruksi bangunan di Indonesia, perusahaan ini merupakan 

hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, Naamloze Vennotschap 

Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co atau NV 

Vis en Co, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan 

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) 

No. 5 tanggal 11 Maret 1960, WIKA lahir dengan nama Perusahaan 

Negara Bangunan Widjaja Karja. Dimulai sebagai sub-kontraktor, di 

akhir 1960-an WIKA berkembang menjadi pemborong pemasangan 

jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 

1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil 

dan bangunan perumahan. Perusahaan memasuki babak baru pada 20 

Desember 1972. Perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas 

Wijaya Karya (Persero). 

PT Wijaya Karya pada saat ini memiliki 6 Strategic Business 

Unit (SBU) yang meliputi konstruksi (Kontruksi sipil dan konstruksi 

Bangunan Gedung), Mekanikal elektrikal, Industri Beton Pra cetak, 

Real Estate dan Industri Lainnya yang ke depannya akan semakin 

terintegrasi menjadi perusahaan Engineering Procurement Construction 

(EPC) dan Investasi. Pertumbuhan terus menerus, dimana PT Wijaya 

Karya (WIKA) Indonesia telah berdiri selama lebih dari empat puluh 

tahun, adalah cerita sukses yang mencerminkan komitmen menjulang 

dan kerja keras dari tenaga kerjanya. Memasuki abad ke-21, PT Wijaya 

Karya (WIKA) berusaha untuk memajukan kinerjanya dalam setiap 
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aspek, mulai dari manajemen, Sumber Daya Manusia, lebih sangat 

terstruktur inovasi dan teknologi. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk menentukan, menggambarkan atau mengkaji sesuatu 

kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakukan penelitian. Menemukan 

berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau 

kekurangan, menggambarkan berarti memperluas lebih dalam sesuatu yang 

telah ada dan menguji kebenaran dilakukan juga apa yang sudah ada/masih 

ada atau menjadi ragu akan kebenarannya. Penelitian merupakan suatu 

proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui permasalahan 

tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, 

konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan sebagainya. 

Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka metode yang diterapkan harus sesuai 

dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian adalah 

suatu usaha untuk menempatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.1 

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis 

untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas 

pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan 

                                                           
1 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 

halaman 43-36. 
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saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan 

itu mempunyai nilai ilmiah yang memadai dan memberikan kesimpulan 

yang pasti dan tidak meragukan. 

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum 

dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu. 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan 

suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, 

tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan 

manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-

prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melakukan penelitian.2 

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.3 

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk 

memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk 

mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, 

yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu 

untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan 

rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan 

                                                           
2Ibid, halaman 6. 
3 Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta, halaman 4. 
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kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan karangka 

pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.4 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. 

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait dengan perjanjian-perjanjian pengadaan 

barang dan jasa. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk 

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang 

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan 

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, 

maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu 

memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan 

perjanjian pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut kemudian dibahas 

atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti 

sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.5 

3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan 

menjadi dua antara lain : 

                                                           
4 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, halaman 36. 
5Ibid, halaman 26-27. 
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a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam 

penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara 

mendalam (deft interview). 

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. 

Adapun data sekunder tersebut antara lain : 

1). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum 

yang mempunyai kekuatan mengikat dan terkait dalam dengan 

perjanjian pengadaan barang dan jasa, yaitu : 

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

b). Perjanjian pengadaan barang PT Wijaya Karya (Persero) 

Tbk No. WIKA-DAN-PM-03.01. 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa bahan hukum primer yaitu : buku-buku ilmiah, 

makalah-makalah, dan hasil-hasil penelitian 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri 

dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.6 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau 

seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat 

                                                           
6 Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, halaman 47. 
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besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti 

seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti 

sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian 

secara tepat dan benar.   

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada 

prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan 

berapa persen untuk diambil dari populasi.   

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang 

terlibat dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di. PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mengingat banyaknya jumlah populasi 

dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara 

keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara 

purposive sampling. 

b. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu 

dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. 

Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan 

tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara 

lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu 

yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan 

penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui 
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studi pendahuluan.7  Dalam penelitian ini ditetapkan 1 perusahaan 

rekanan pengadaan barang dan jasa yang akan menjadi sampel 

penelitian, yaitu PT. Daya Makmur Ocean, sedangkan responden 

dalam penelitian ini adalah pihak penyedia jasa dan general manager 

serta unit-unit kerja terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

5. Analisis Data  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah 

dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan 

dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat 

umum, yakni :8 

a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis atau 

diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan 

tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah 

terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, 

kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering 

timbul dan kemudian disimpulkan. 

 

                                                           
7Ibid, halaman 196. 
8 Nasution S, 1992, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, halaman 52. 
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G. Sistematika Penulisan    

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas 

dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana diantara 

bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika 

sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan, disajikan sebagai pengantar pembahasan 

berikutnya, untuk itu bab ini berisikan gambaran materi hukum yang 

dibahas. Sub babnya terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini akan menyajikan landasan 

tinjauan umum perjanjian, tinjauan perjanjian pemborongan, tinjauan 

tentang barang dan jasa, dan perjanjian dalam perspektif Islam.  

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini akan 

membahas praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Wijaya 

Karya (Persero) Tbk, tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang 

dan jasa, dan upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait 

apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa. 

Bab IV Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan 

pembahasan, Sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran.  Pada 

kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada 



18 
 

saran disajikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atas permasalahan yang 

dibahas.  

Daftar Pustaka  

Lampiran 
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